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INTISARI 

Pengaruh atau efek globalisasi telah melahirkan perkembangan pesat yang 
hampir terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam melahirkan 
beragam bentuk kerjasama didunia.Di samping itu, dengan adanya pelaksanaan 
otonomi daerah, telah membuka peluang keikutsertaan daerah sebagai salah 
satukomponen dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri. Selain 
itu sama juga hal nya dengan negara di tengah sistem global, negara dianggap tidak 
efektif dan efisien dengan upaya interaksinya dengan berbagai mitranya.Adanya 
kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri, tidak 
selalu tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk 
mengembangkan potensi daerahnya, baik yang berupa potensi alam maupun manusia, 
untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah agar dapat melaksanakan 
pembangunan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Caranya adalah dengan 
mengadakan kerjasama dengan daerah otonom lain. Tidak hanya kerjasama antar 
daerah otonom di Indonesia, tetapi juga kerjasama dengan daerah (provinsi, 
kabupaten, kota) di luar negeri.kondisi hubungan kerjasama Pemerintah Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto yang tetap berjalan dengan sangat baik, bahkan 
menjadi contoh bagi pelaksanaan sister province bagi daerah lainnya 

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini dibuat untuk mengetahui pelaksanaan 
dari kerjasama sister province pemerintah DIY-Kyoto. Dalam menganalisis 
pelaksanaan kerjasama tersebut, kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah kerjasama luar negeri, sister province, pelaksanaan kerjasama. Sedangkan 
metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan teknik pengumpulan datawawancara dan dokumentasi atau laporan-
laporan. 

Suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa apabila kebijakan tersebut tidak 
diimplementasikan maka tujuan yang ditetapkan tidak akan tercapai, karena 
implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana 
kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan 
atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini 
menunjukan bahwa pelaksanaan kerjasama sister province masih kurangnya 
komunikasi yang terjalin antara pemerintah DIY dengan pihak Kyoto komunikasi 
yang dijalin hanya melalui media telepon dan email, juga struktur birokasi dalam hal 
ini komite bersama yang dibentuk belum bekerja secara optimal. 
Namunkerjasamainitelahmemberikanmanfaat yang besarbagipemerintah DIY. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengaruh atau efek globalisasi telah melahirkan perkembangan pesat yang 

hampir terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam 

melahirkan beragam bentuk kerjasama didunia. Hal ini khususnya dipengaruhi 

oleh kecenderungan kesadaran bahwa setiap Negara bangsa didunia tidak 

selamanya dapat mengandalkan potensi dalam negerinya untuk memenuhi 

kebutuhannya, akan tetapi dapat dipenuhi oleh Negara lain melalui sebuah 

kerjasama. Seiring perkembangan kerjasama tersebut, lahir pula aktor-aktor baru 

seperti Pemerintah Daerah. Jika selama ini kerjasama awalnya hanya dilakukan 

antar Pemerintah Pusat sebuah Negara, maka saat ini, Pemerintah Daerah pun 

dapat secara aktif turut serta dalam kerjasama luar negeri, hal tersebutlah yang 

mendasari terbentuknya hubungan kemitraan antar pemerintah daerah (Sister 

Province)1.  

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengundangkan 

Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan 

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua 

perangkat hukum tersebut menandai dibukanya paradigma baru yang memberi 

kemungkinan daerah untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak 

asing atau luar negeri. Di samping itu, dengan adanya pelaksanaan otonomi 

daerah, telah membuka peluang keikutsertaan daerah sebagai salah satu 
                                                           
1Setelah adanya UU Nomor 21 tahun 1999 tetang pemerintahan daerah dimana adanya pelimpahan 
kewenangan  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
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komponen dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri. Selain itu 

sama juga hal nya dengan negara di tengah sistem global, negara dianggap tidak 

efektif dan efisien dengan upaya interaksinya dengan berbagai mitranya.  

Adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk 

lebih mandiri, tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini mendorong 

pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, baik yang berupa 

potensi alam maupun manusia, untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah agar 

dapat melaksanakan pembangunan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Caranya adalah dengan mengadakan kerjasama dengan daerah otonom lain. Tidak 

hanya kerjasama antar daerah otonom di Indonesia, tetapi juga kerjasama dengan 

daerah (provinsi, kabupaten, kota) di luar negeri. Bentuk kerjasama tersebut 

diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional untuk saling bekerjasama, baik 

berupa kerjasama sister province maupun sister city.  

Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak ingin melewatkan peluang untuk 

menjalin kerjasama internasional yang berupa kerjasama sister province sebagai 

instrumen untuk meraih peluang yang ada. Kerjasama Pemerintah DIY dengan 

Pemerintah setingkat di luar negeri yang dikenal dengan sebutan Sister Province 

dilaksanakan atas dasar mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini 

sesuai dengan prinsip-prinsip penyerahan urusan kepada Daerah, seperti yang 

tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tercantum 

pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 193/1652/PUOD, tanggal 26 

April 1993, perihal: Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota 

(Sister City) dan Antar Provinsi (Sister Province) Dalam dan Luar Negeri.  
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Salah satu kerjasama Sister Province yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta yakni dengan Kyoto Prefecture, Jepang. Kerjasama 

antar kedua belah pihak sudah terjalin begitu lama tepatnya pada 16 Juli 1985 

hingga sekarang. Kerjasama yang sudah terjalin begitu lamanya ini, telah 

menumbuhkan hubungan saling pengertian (mutual understanding) dan mampu 

menumbuhkan persahabatan (friendship) bagi keduanya, yang tidak lain 

merupakan salah satu manfaat yang ditimbulkan dari terjalinnya kerjasama Sister 

Province. 

Adanya tututan kebutuhan dari masing-masing daerah dalam 

mengembangkan potensi yang dimiliki, Pemerintah DIY menyadari pemerintah 

Kyoto memiliki pengalaman lebih dalam pengelolaan potensi daerah. Adanya 

kesamaan antara kedua provinsi juga mendukung terjalinnya hubungan kerjasama 

Sister Province ini, yaitu keduanya sama-sama pernah menjadi ibukota negara dan 

juga kedua daerah mempunyai nilai-nilai perjuangan. 

Kerjasama Sister province dan sister city di Indonesia sudah mulai muncul 

pada tahun 1970-an. Dengan berbagai motivasi di dalam awal munculnya kegiatan 

kerjasama tersebut, namun yang utama adalah karena banyak didorong oleh 

kesamaan, misalnya sama-sama ibukota negara, contohnya Jakarta banyak 

melakukan kerjasama dengan berbagai ibukota negara dikarenakan sama-sama 

ibukota negara. Pada tahun 1980-an kerjasama internasional dalam bentuk sister 

province dan sister city semakin marak. Pada tahun 2004 tercatat  lebih kurang 

100 kerjasama internasional yang berbentuk sisterhood telah tercatat di 

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Dari catatan yang ada, mungkin 

tidak sampai 15% dari kerjasama tersebut yang berjalan dengan baik, dan tidak 
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sampai 20% berjalan dengan seadanya dan sisanya lebih dari 65% hampir tidak 

melakukan kegiatan apapun2 . 

Sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Daerah DIY masih memiliki 9 

(Sembilan) perjanjian kerjasama dengan daerah lain di luar negeri yang masih 

berlaku meliputi3 : 

1. Sister Province dengan Kyoto Prefecture, Jepang, meliputi kerjasama bidang 

seni budaya, pendidikan/iptek, pariwisata, industri serta pertanian 

(pengembangan kultur jaringan) (MoU Sister Province). 

2. Dengan Provinsi Ismailia, Mesir, perjanjian kerjasama meliputi bidang 

perdagangan, pariwisata, iptek, industri, pendidikan dan kebudayaan (MoU 

Sister Province ). 

3. Dengan Negara Bagian California, AS, perjanjian kerjasama meliputi bidang 

ekonomi perdagangan, pariwisata, industri, pendidikan dan kebudayaan serta 

pertanian (MoU Sister Province). 

4. Dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria, perjanjian kerjasama meliputi 

bidang ekonomi dan perdagangan, industri, pariwisata, kebudayaan serta ilmu 

pengetahuan (MoU Sister Province). 

5. Dengan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang 

ekonomi, pendidikan, kebudayaan/seni, pertanian, pariwisata, perdagangan 

dan industri (MoU Sister Province). 

6. Dengan Chungcheongnam-do, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang 

administrasi pemerintahan, budaya/seni, iptek, perdagangan dan industri, 

                                                           
2  Eksplanasi volume 4 nomor 8 edisi oktober 2009 
3  LKPJ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 
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pariwisata, informasi dan komunikasi , pertanian serta perikanan (MoU Sister 

Province). 

7. Dengan Provinsi Gangwon, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang 

pariwisata, pertanian, iptek, kebudayaan, pendidikan, olahraga, dan lainlain 

(MoU friendly ties cooperation). 

8. Dengan Provinsi Chiang Mai, Thailand, meliputi kerjasama bidang pertanian, 

perindustrian, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan bidang-bidang lain 

yang disepakati ( MoU friendly ties cooperation ). 

9. Dengan Provinsi St. Petersburg, Rusia, meliputi kerjasama bidang kebijakan 

ekonomi dan industri, iptek, kebudayaan dan pariwisata (Letter of Intent / 

LoI). 

Tidak semua kerjasama tersebut berjalan lancar. Kerjasama dengan 

Provinsi Ismailia tidak lagi berjalan. Hal ini justru berbanding terbalik dengan 

kondisi hubungan kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 

Kyoto yang tetap berjalan dengan sangat baik, bahkan menjadi contoh bagi 

pelaksanaan sister province bagi daerah lainnya. Tingginya intensitas dari bentuk 

hubungan kerjasama antar pemerintah daerah ini menuntut keseriusan dalam 

menjalankan hubungan kerjasama yang ada. Penulis akan meneliti bagaimana 

pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan kerjasama dengan 

pemerintah Kyoto Prefektur, lalu hasil apa saja yang diperoleh dari kolaborasi 

tersebut terhadap masyarakat Yogyakarta. 
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b. Sumber Daya, Perlunya pemahaman tentang peta potensi masing-masing 

mitra kerjasama agar kerjasama dapat terlaksana dengan harapan dapat 

memberikan manfaat bagi kedua pihak yang bekerjasama. 

c. Disposisi, perlu pelibatan masyarakat sipil dalam pembuatan keputusan 

bidang-bidang yang akan dikerjasamakan sehingga dapat lebih terasa 

manfaatnya bagi masyarakat luas. 

d. Struktur Birokrasi, Memperbaharui (up dating) organisasi Komite 

Bersama sesuai dengan kelembagaan terkini, mengoptimalkan kinerjanya 

antara lain dengan cara menyusun program kerja tahunan dan adanya 

mekanisme pelaporan, dan evaluasi program setiap periode tertentu  yang 

disepakati. 
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